
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR: 421.5/DPMPTSP/l 762/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA LABUHANHAJI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

Mcnimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi
masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;

11 bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Penimbangan Teknis
Dinas Pendidikan Acch, layak diberikan lzin Operasional Satuan
Pendidikan SMKS Labuhanhaji Barat dalarn batas ke1entuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf 3 dan
b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat :1. Undang—Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembenmkan Daerah
otonomi Propinsi Atjeh dan Pembahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara.

2. Undang—UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3V Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahlm 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah bebempa kaIi terakhir dengan Undang—Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang~Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7V Peraturan Pemerimah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Sena
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8V Peraturan Pemerimah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerimah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor I9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

9i Peraturan Pemerimah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegmsi Secara Elektronik;
12. Peraturan Memen' Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Bebau Keija Guru dan Pengawas
Satuan Pendidikan;

13V Peraturan Menteri Pendidikau clan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2014 tenlang Pedoman Pendirian. Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
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Pemturan Memeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016 tentang Standar lsi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Memeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2018 temang Perizinan Berusaha Terimegrasi Secam Elekironik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015

lentang Pembahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tenlang

Pcnyelenggnraan Pendidikan;
Qanun Aoeh Nomor 13 Tahun 2016 lentang Pembemukan dan Susunan

Perangkat Aceh;
Peratman Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tenlang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu Aceh,
Peraturan Gubemur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Nunperizinan pada Dinas Pcnanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pimu Aceh.

Sum! Ketua Yayasan Jabal Nur Pasya Nomor 012/YJNP/Xll/2020 tanggal
2 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional/Izin Pendirian
Sekolah Menengah Kejuman (SMK) Labuhanhaji Barat;
Akta Pendifian Yayasan Jabal Nur Pasya Nomor 07 Tanggal 28 Agustus
2020 yang diterbilkan oleh Notaris M. Furqan, S.H., M Kn;
Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Nomor
422/U.1/282/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Rekomcndasi Izin
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Labuhanhaji Bent
Kecamatan Labuhanhaji Bamt Kabupaten Aceh Selatan;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/8348/2021 tanggal 16

Juli 2021 perihal Penimbangan Teknis Izin Pendirian dan Operasional
Kompetensi Keahlian Baru SMKS Labuhanhaji Barat.

MEMUTUSKAN

: Memben’kan lzin Operasional Satuan Pendidihn kepada :

Nama Sekolah . SMKS Labuhanhaji BaIat
Alamal Sekolah : Jln. Alue Siblah Gampong Kuta Trieng

Kecv Labuhanhaji Barat Kab. Aceh Selatan
Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Jabal Nur Pasya
Pcnanggungjawab : Azmir, SH
NIB : 0224010251868
Kode KBLI/Umian KBLI : 85240 (Pendidikan Menengah Kejuruan/

Madrasah Aliyah Kejuman Swasta)
Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

:Pemberian lzin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar
pelayanan;

: Pemegang Izin berkewajiban .

a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
kepada Gubemur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah pesena didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan slandar sarana prasarana dan pelaksanaan
pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau.

b‘ Mengajukan pendafiamn visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi
Sekolah sesuai kmentuan peratumn pemndang-undangan.
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KEEMPAT :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung

jawab pihak Yayasan Jabal Nur Pnsya sebagai Penyelenggara Pendidikan

bersangkumn berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada Diktum Ketiga kepulusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, mka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) uhun sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan 02 Agustus 2026, dengan ketemuan apahila dikemudian hari lerdapat
kekeliruan dalam penempan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Agustus 2021
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Salimn Kepumsan ini disampaikan kepada VIII:
1, Gubernux Aceh (schayi laporan);
2. Dilehom Pembiman Sckolah Mcnengah Kejuman Kcmenmkbud RI.
3. Kama DPR Aoch:
4. chala Dims Pmdidikan Aach;
S. Kepala Bappeda Aoeh;
6. 3:19an Aoeh Seiman:
7. Kepala Cabang Dinas Pmdidikan Acch Wilayah Kahupalen Aoeh Sclavan.
8. Kepala D'mas Pcnamman Modal dzn Pdayanan Terpadu Salu Pintu Kabupalen Aoch SclalaJL‘
9. Peninggalv
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